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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Trasnsaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan 

Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
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Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemiluhan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota. 

Memerhatikan : Rapat Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kuningan tanggal 26 Agustus 2019 membahas tentang 

Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KUNINGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019. 

 KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kuningan Tahun 2019. 
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KEDUA : 

 

 

 

 

 

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

KETIGA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

adalah: 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik 

dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan. 

b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja 

dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kuningan; 

c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik dari seluruh 

unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten 

Kuningan. 

d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang 

termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. 

e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama 

subbagian hukum. 

f. Melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan 

pimpinan masing-masing unit. 

Tugas dan Wewenang Tim Penghubung Layanan Informasi 

dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kuningan, bertugas : 

a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada 

publik. 

b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta 

membangun system yang dikuasai masing-masing 

subbagian. 

c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang 

berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada 

masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum 

KPU Kabupaten Kuningan. 
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